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ANDI MUHAMMAD PASULOI YUSUF PATOPPOI, B121 12118, 
Tinjauan Yuridis Penagihan Retribusi Pasar Maricaya di Kota 
Makassar. (Dibimbing oleh Muhammad Djafar Saidi, Selaku 
Pembimbing I dan Ruslan Hambali, Selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar Maricaya di Kota Makassar, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar Maricaya tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
empiris. Dengan teknik pengumpulan data hukum lewat penelitian 
lapangan, mengolah data dan informasi yang ditemukan di lokasi 
penelitian serta media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti, termaksud di dalamnya tentang penjelasan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan lansung dengan hal yang akan diteliti, 
dengan metode analisis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor 
Pemerintahan Daerah Kota Makassar, dalam hal ini Kantor Dinas 
Pendapatan dan Aset Daerah (Dispenda), Kantor Perusahaan Daerah 
Pasar Makassar Raya dan Pusat Pasar Maricaya Kota Makassar, serta 
masyarakat subjek retribusi pasar sebagai sampel dalam penelitian. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini; Pertama, 
Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Maricaya di Kota Makassar, 
pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa 
Umum dan peraturan petunjuk pelaksana lainnya, penghimpunan data 
objek dan subjek retribusi, aparat pelaksana, fasilitas yang digunakan, dan 
penentuan tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku. Kedua, Terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi 
pelaksanaan pemungutan retribusi, yaitu terdapat beberapa faktor yang 
menunjang pelaksanaan seperti sumber daya manusia dan sarana dan 
prasarana penunjang yang cukup memadai, serta peraturan perundang-
undangan sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemungutan yang jelas 
dan terstruktur. Sedangkan beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya 
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A. Latar Belakang 
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi dalam daerah 
provinsi dan daerah provinsi kemudian dibagi lagi dalam wilayah yang 
lebih kecil, yaitu kabupaten/kota. Masing-masing dari pembagian wilayah 
tersebut mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri. 1  Hal ini kembali 
diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali 
perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1) yaitu, Negara Republik Indonesia 
dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah 
kabupaten dan kota. 
Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut 
juga menjelaskan bahwa, masing-masing dari setiap wilayah administrasi 
                                                          
1 Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia 
2 
daerah mempunyai pemerintahan tersendiri. Pemerintah masing-masing 
daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonom dan tugas pembantuan.2 
Pembagian wilayah dan pengaturan tentang sistem pemerintahan 
dalam setiap wilayah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas 
palayanan publik guna mempercepat proses pembangunan dan 
pelayanan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat.  
Dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip 
tersebut, pemerintah daerah harus menjamin keserasian hubungan, baik 
dengan pemerintah, maupun dengan pemerintah daerah lainnya. 
Meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah 
daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, tetapi bukan berarti hubungan 
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terputus begitu saja. 
Pada dasarnya pembagian wilayah seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas memiliki 
keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai Wilayah Negara 
Republik Indonesia (NRI). Istilah “dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam 
ketentuan pasal tersebut bukanlah istilah yang kebetulan digunakan. 
Istilah tersebut secara tegas menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah 
negara kesatuan dimana kedaulatan negara berada ditangan pusat. Hal 
                                                          
2 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 
3 
ini konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk 
negara kesatuan. Berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih 
menunjukan substansi federalisme karena istilah itu menunjukan letak 
kedaulatan berada ditangan negara bagian-bagian.3 
Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah 
adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam 
rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, 
menjalankan pemerintah serta melayani masyarakat. Sehingga tidak 
jarang pelaksanaan pembangunan di daerah tersendat karena persoalan 
keuangan. Oleh karena itu, seharusnya daerah senantiasa 
mengupayakan peningkatan pendapatan daerah secara periodik melalui 
penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai 
dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.4 
Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, pelaksanaan 
pemerintahan setidaknya harus meliputi hal-hal ideal yang telah 
disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu 
harus efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat 
pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar daerah 
tidak keluar dari jalur pemerintahan yang baik hanya demi meningkatkan 
pendapatan daerahnya.  
                                                          
3 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi. hlm. 324  (Dikutip 
dari MPR RI, Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, hlm 102-103) 
4 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2008, hlm. 77   
4 
Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola keuangannya 
sendiri, serta upaya dalam meningkatan pendapatan daerah ini diatur 
secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali 
perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak mengatur dan mengelola 
keuangan daerahnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang Pemerintahan Daerah Tersebut.5 
1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan 
Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan 
daerah. 
2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel; 
b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam 
APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan 
c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang  
ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 
 
                                                          
5 Pasal 280 ayat (1) dan (2), Op.Cit., Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Daerah 
5 
Pengelolaan keuangan ini juga meliputi pengelolaan pendapatan 
daerah yang sumbernya juga telah disebutkan dalam undang-undang 
yaitu:6 
Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 
1. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
2. Pendapatan transfer; dan 
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 
 
Hal yang menjadi penting ialah daerah tidak dibolehkan melakukan 
pemungutan atau dengan sebutan lain diluar dari yang telah disebutkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Terkhusus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang pajak 
dan retribusi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali 
perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi 
daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di 
                                                          
6Ibid,Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
6 
daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini 
yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Selanjutnya terkait dengan Perda, hal ini diserahkan kepada 
daerah masing-masing untuk pembentukannya. Maka pemerintah daerah 
wajib membuat Perda yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan 
dan pendapatan daerah, dalam hal ini peraturan daerah yang menyangkut 
pajak dan retribusi daerah. Kewenangan ini kemudian disebutkan kembali 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah.7 
Pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota seperti yang 
dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak yang oleh undang-
undang dinyatakan berlaku di daerah kabupaten/kota, Pembagian jenis 
pajak daerah kabupaten/kota tersebut telah disebutkan secara jelas dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan (2). Begitu juga halnya dengan jenis retribusi yang 
terbagi hanya dalam 3 (tiga) golongan, dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan 
sebagai berikut:8 
1. Retribusi Jasa Umum; 
2. Retribusi Jasa Usaha;  
3. Retribusi Perizinan Tertentu.  
                                                          
7 Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) 




Hal yang menjadi pokok bahwa pajak dan retribusi daerah 
merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang bisa 
menunjang perencanaan anggaran dalam Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Hal ini merupakan wujud dari 
konsistensi pemerintah dalam melaksanakan amanah undang-undang 
pemerintah daerah, yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah dan 
pemerintah daerah dengan sistem pembagian kekuasaan yang adil, 
proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam 
rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 
Meski demikian, daerah dapat tidak memungut salah satu atau 
beberapa jenis pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan, apabila 
potensi pajak dan/atau retribusi tersebut dipandang kurang memadai.9 
Jelasnya bahwa dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah 
dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang. 
Untuk menjaga agar pelaksanaan otonomi daerah khususnya 
dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan prinsip-
prinsipnya serta tetap sejalan dengan semangat yang hendak dicapai 
dalam amanat konstitusi, pemerintah wajib memberikan pedoman seperti 
penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi pemantauan dan evaluasi 
                                                          
9 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 
563  
8 
kepada pelaksana dan/atau pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu, 
pemerintah wajib memberikan fasilitas yang memberikan peluang 
kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam 
melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Hal ini tentu dimaksudkan agar produk legislasi tersebut selalu 
bertolak pada semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing daerah.Jadi sudah seyogianya dalam 
perencanaan sampai pada pengimplementasian suatu produk hukum, 
terlebih dalam bidang perpajakan dan retribusi yang bersentuhan 
langsung dengan persoalan keuangan yang dibebankan kepada 
masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah harus lebih 
memerhatikan serta memertimbangkan segala aspek yang berhubungan 
dengan kondisi masyarakat. 
Dari batasan-batasan kewenangan yang sudah diatur tersebut, 
kemudian pemerintah Kota Makassar berupaya mengembangkan 
mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan 
yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk 
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan 
melakukan pemungutan retribusi, baik dibidang retribusi jasa umum, jasa 
usaha, maupun jasa perizinan tertentu seperti yang telah disebutkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
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Sebagai salah satu kabupaten/kota terbesar di Indonesia Timur, 
Kota Makassar terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kota yang 
kategorinya cukup pesat, hal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut memengaruhi peningkatan 
jumlah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
Hubungan tersebut relevan untuk dikemukakan karena perencanaan 
pengembangan suatu daerah/wilayah, terinci secara jelas dalam 
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 1 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar  
(Tahun 2011-2015) 
No. Tahun Anggaran PAD Kota Makassar 
1. T.A 2011 Rp. 210.145.729.430 
2. T.A 2012 Rp. 254.911.819.959 
3. T.A 2013 Rp. 268.703.721.874 
4. T.A 2014 Rp. 310.145.729.212 
5. T.A 2015 Rp. 332.471.729.977 
 Sumber data : DISPENDA Kota Makassar, 2016 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PAD kota Makassar 
terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Seperti yang telah 
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa salah satu 
sumber PAD tersebut yaitu retribusi daerah. Terkait dengan hal tersebut, 
Pemerintah Kota Makassar memiliki peraturan daerah yang mengatur 
tentang retribusi yaitu, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
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Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.  
Dalam setiap peraturan daerah tentang retribusi di atas, dijelaskan 
secara rinci jenis-jenis retribusi yang pemungutannya diberlakukan di Kota 
Makassar. Salah satu jenis pungutan retribusi yang diberlakukan yaitu 
retribusi pasar tradisional yang tergolong dalam jenis retribusi jasa umum, 
memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum. 
Pemungutan dan pengelolaan keuangan dibidang retribusi pasar 
tradisional sudah seharunya sesuai dengan semangat pembangunan 
daerah yang berdasar kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pasar-
pasar tradisional ditengah-tengah menjamurnya pasar modern ditengah 
kota dewasa ini bisa menjadi masalah tersendiri bagi para pedagang 
pasar tradisional. Kekurangan pembeli akan memengaruhi pendapatan 
pedagang yang kemudian berimplikasi langsung pada persoalan 
pemungutan retribusi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar sudah 
seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar tradisional agar tidak mencederai semangat 
pembangunan Daerah/Kota Makassar. 
Disamping itu, pembangunan, pengelolaan dan peremajaan pasar-
pasar tradisional membutuhkan investasi dan perhatian yang besar 
sehingga dapat saja menguras APBD, sementara kebutuhan 
pembangunan tidak hanya terpusat pada pasar tradisional saja. Ditambah 
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lagi ketika pemungutan retribusi yang terealisasi tidak sesuai dengan 
target.10 Seperti data yang penulis peroleh dari hasil pra-penelitian di PD. 
Pasar Makassar Raya, bahwa hasil pemungutan retribusi pasar tradisional 
di Kota Makassar belum memenuhi target seperti yang diharapkan pada 
setiap tahun anggaran berjalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel sebagai berikut: 
Tabel 2 
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar 
(Tahun 2011-2015) 
No. TAHUN TARGET REALISASI 
1.  2011  Rp. 5.946.936.700 Rp. 4.727.617.901  
2.  2012  Rp. 5.988.750.000 Rp. 5.826.927.200  
3.  2013  Rp. 8.370.685.100 Rp. 8.246.572.637  
4.  2014  Rp. 9.984.204.440 Rp. 9.891.080.100 
5 2015 Rp. 12.349.547.000 Rp. 10.119.369.150 
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya, 2016 
Dari tabel di atas, dapat dilihat meski realisasi pemungutan retribusi 
pasar di kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
tetapi sampai pada tahun 2015 belum memenuhi angka yang 
ditargetkan.tentu ada banyak faktor yang memengaruhi pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar tradisional tersebut. Baik disisi pelaksana 
pemungutan maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dari pemungutan retribusi pasar tradisional tersebut. 
                                                          
10  Hasil Wawancara terbuka Rahmayanti dan sekertaris PD. Pasar Makassar 
Raya Pada tanggal 12 September 2015, dalam Skripsi “strategi peningkatan retribusi 
pasar di kota Makassar 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 
2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar, Walikota 
Makassar sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan mengurus 
pasar, mendelegasikan kewenangannya kepada Direksi Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.11 
Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat 
merumuskan formula dan strategi pengelolaan pasar, yang juga penting 
yaitu untuk memaksimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi yang 
selanjutnya akan berimplikasi pada penataan, pengaturan, dan 
pembangun sarana/prasarana perpasaran agar semangat pembangunan 
yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 
Terdapat 21 (dua puluh satu) unit pasar tradisional yang dikelola 
oleh PD. Pasar Makassar Raya se-Kota Makassar, salah satunya adalah 
Pasar Tradisional Maricaya yang bertempat di Jalan Veteran Selatan Jalur 
Monginsidi, Kota Makassar. Dari 21 unit pasar yang ada, pasar ini 
tergolong dalam pasar kecil yang tidak memiliki sarana dan prasarana 
yang memadai.12 Realisasi pemungutan retribusi di pasar inipun dalam 5 
(lima) tahun terakhir, tidak pernah mencapai target yang direncanakan, 
meskipun terus mengalami peningkatan pemungutan dalam setiap 
tahunnya. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:  
                                                          
11 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 
tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Nomor 26 Tahun 2004 Seri D Nomor 1) 
12  Hasil Wawancara terbuka Rahmayanti dan sekertaris PD. Pasar Makassar 
Raya Pada tanggal 12 September 2015, dalam Skripsi “strategi peningkatan retribusi 




Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar Maricaya Makassar 
(Tahun 2011-2015) 
No.  TAHUN  TARGET  REALISASI  PERSENTASE  
1.  2011  Rp. 868.456.500  Rp. 862.260.600  87,78 %  
2.  2012  Rp. 920.665.000  Rp. 899.004.500  89,06 %  
3.  2013  Rp. 933.576.500  Rp. 916.882.500  81,09 %  
4.  2014  Rp. 938.595.400  Rp. 936.836.900  94,55 %  
5. 2015 Rp. 950.595.400  Rp. 947.836.700  95,34 %  
Sumber Data: PD.Pasar Makassar Raya, 2016 
Melihat proporsi dari retribusi yang terus meningkat cukup besar 
pada setiap tahunnya, serta banyaknya pasar tradisional di Kota 
Makassar yang secara kasat mata tidak mengalami peningkatan secara 
kualitas (sarana dan prasarana), penulis menganggap kiranya perlu untuk 
mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemungutan 
retribusi tersebut. Penelitian ini akan difokuskan pada pasar tradisional 
Maricaya Makassar, yang menurut data yang penulis temukan merupakan 
pasar yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai jika 





                                                          
13 Hasil Wawancara terbuka (pra penelitian) dengan Rusdin selaku ketua 
Asosiasi Pasar Maricaya Kota Makassar. Pada tanggal 3 februari 2016.  
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan dan penelitian 
ini, yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di 
Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar 
Maricaya di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan 
pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di Kota Makassar. 
D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik 
secara teoritis maupun praktis adalah: 
1. Secara Teoritis 
Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting 
mengenai peraturan daerah pada umumnya, serta pelaksanaan 
peraturan daerah tentang pajak dan retribusi pada khususnya. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah 
terkait, khususnya eksekutif dan legislaif sebagai badan yang 
15 
memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan 
pejabat/dinas terkait dan/atau Perusahaan Daerah yang berwenang 
dalam mengambil kebijaksanaan dalam hal pengimplemetasian 
peraturan daerah dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. 
Dimana hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan 







A. Retribusi Daerah 
Terkait dengan retribusi Daerah, pada penjelasan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya 
mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat 
dipungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi 
kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan 
dalam peraturan pemerintah. 
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan 
salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah 
satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. 
1. Pengertian Retribusi Daerah 
Untuk mendefinisikan Retribusi daerah, penulis akan menjelaskan 
terlebih dahulu makna pada setiap penggalan kata, yaitu pengertian 
Retribusi dan pengertian Daerah. Istilah retribusi oleh Kamus Besar 
Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah 
(kota praja dsb) sebagai balas jasa.14 
                                                          
14 G. Setya Nugraha & R. Maulina F., Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, 
Karina, 2011, hlm. 519 
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Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pengertian 
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.15 
Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, unsur-unsur 
pengertian pajak sama dengan retribusi. Hal yang kemudian 
membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam 
retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang 
melekat dalam retribusi antara lain:16 
1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; 
2. Pungutannya dapat dipaksakan; 
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara; 
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum; 
5. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh 
pembayar retribusi. 
Kemudian Munawir (2009:28) mendefinisikan Retribusi sebagai 
iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa 
balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini 
                                                          
15 Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah 
dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) 
16Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, Jogjakarta, UII Press. 
2006, hlm.15 
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bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari 
pemerintah, tidak dikenakan iuran.17 
Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah; wilayah. 18 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Daerah diartikan sebagai 
Bagian permukaan bumi; Lingkungan kerja pemerintah, wilayah; 
Selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; Tempat-
tempat sekeliling atau yang termaksud dalam lingkungan suatu kota; 
tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.19 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali 
perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) yang 
mempersamakan antara daerah otonom dan daerah yaitu: 
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
                                                          
17 Diaz Priantara Ak., Perpajakan Indonesia. Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, 
hlm. 283.  
18 M. Marwan, Jimmy P., Kamus Hukum, Dictionary Of law Complete Edition. 
Surabaya, Reality Publisher, 2009. Hlm 35 
19 G. Setya Nugraha, R. Maulina F., Op.Cit.,hlm. 146 
19 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik 
Indonesia. 
 
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah yaitu 
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang terjadi dalam 
batas-batas wilayah pemerintahan daerah tertentu. 
Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), Retribusi Daerah adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan 
pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa 
yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.20 
Menurut Ahmad Yani (2002:55), Daerah provinsi, kabupaten/kota 
diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya 
dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, 
sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 
aspirasi masyarakat.21 
                                                          
20Ida Zuraida, Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, Jakarta, Sinar Grafika. 2012,Hlm 99 
21Diaz Priantara Ak., Op. Cit., Hlm 284 
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Sedangkan menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah; Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi 
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi 
daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi 
seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah.22 
Lebih rinci untuk mengetahui lebih jauh tentang retribusi, Azhari Aziz 
Samudra (2011) memberikan gambaran tentang ciri-ciri retribusi, agar bisa 
dibedakan dengan jenis pungutan lainnya, sebagai berikut:23 
a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; 
b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; 
c. Adanya kontra-prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; 
d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang 
mengunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara, 
pemerintah daerah. Ia harus membayar retribusi yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Beberapa konsep istilah yang disebutkan dalam undang-undangan 
terkait dengan retribusi, yaitu :24 
                                                          
22Definisi retribusi menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 
Departemen Keuangan-RI, 2004, (Online) dalam http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=1981. 
Diakses pada tanggal 2 februari 2016, pukul 14.30 Wita. 
23Azhari Aziz Samudra, Perpajakan Di Indonesia; Keuangan, Pajak, Retribusi 
Daerah.Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011, hlm. 279 
24 Diaz Priantara Ak., Op. Cit., Hlm 284 
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a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
b. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu; 
c. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah 
Objek dan golongan retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dibagi 
kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:25 
1. Retribusi Jasa Umum; 
2. Retribusi Jasa Usaha; 
3. Retribusi Perizinan Tertentu. 
Untuk lebih jelasnya, akan dijabarkan lebih rinci pada setiap jenis 




                                                          
25  Pasal 108, Op.Cit., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
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a. Retribusi Jasa Umum;26 
1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan, 
2. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termaksud 
memungut atau memotong retribusi jasa umum. 
3. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau 
diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 
4. Jenis retribusi jasa umum yaitu : 
1) Retribusi pelayanan kesehatan; 
2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 
3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 
akta catatan sipil; 
4) Retribusi pelayanan pemakaman; 
5) Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum; 
6) Retribusi pelayanan pasar; 
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 
                                                          
26 Bagian kedua, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah 
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9) Retribusi penggantian biaya cetak peta; 
10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; 
11) Retribusi pengelolaan limbah cair; 
12) Retribusi pengelolaan tera/tera cair; 
13) Retribusi pelayanan pendidikan; 
14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
Jenis retribusi sebagaimana disebutkan diatas dapat saja tidak 
dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan 
nasional dan/atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut 
secara cuma-cuma. 
b. Retribusi Jasa Usaha;27 
Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 
daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan 
secara memadai oleh pihak swasta. 
Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; 
c. Retribusi tempat pelelangan; 
d. Retribusi terminal; 
                                                          
27Ibid, Bagian ketiga, Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah 
 
24 
e. Retribusi tempat khusus parker; 
f. Retribusi tempat penginapan/ persanggrahan/ villa; 
g. Retribusi rumah potong hewan;  
h. Retribus pelayanan pelabuhan; 
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 
j. Retribusi penyeberangan di air 
k. Retribusi penjualan produk usaha daerah; 
c. Perizinan Tertentu28 
Objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan 
tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Subjek retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau 
badan yang memproleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib 
retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan pearturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termaksud 
pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. 
Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu : 
a. Retribusi izin mendirikan bangunan; 
                                                          
28 Ibid, Bagian keempat, Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 
 
25 
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
c. Retribusi izin gangguan; 
d. Retribusi izin trayek; 
e. Retribusi izin usaha perikanan. 
Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten 
sebagian diperuntukan kepada desa. Bagian desa ditetapkan lebih 
lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan 
aspek keterlibatan desa dalam menyediakan layanan tersebut. 
Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa. 
3. Subjek Retribusi Daerah 
  Seperti yang telah dijabarkan tentang objek-objek retribusi, 
pemungutan retribusi juga memiliki subjek yang berbeda pada setiap jenis 
retribusinya, yaitu: 
a. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 
Subyek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa 
umum.29 
b. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 
Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.30 
                                                          
29 Ibid, Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah  
30  Ibid, Pasal 139  ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah 
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c. Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan 
yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek ini 
dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.31 
Selanjutnya subjek retribusi pada setiap jenis retribusi yang 
diterapkan, ditetapkan berdasarkan jenis retribusi pada masing-masing 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 
Sebelum menjabarkan lebih jauh tentang tatacara pemungutan 
retribusi daerah, penulis memandang perlu untuk menjelaskan tentang 
makna pemungutan secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Pemungutan adalah proses, cara, dan perbuatan memungut.32 
Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan Pemungutan 
adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.33 
Jadi proses pemungutan meliputi proses pendataan sampai pada 
proses pengawasan penyetoran oleh pejabat yang berwenang. Sifat 
pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh 
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada 
pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah 
                                                          
31 Ibid, Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
32G. Setya Nugraha & R. Maulina F,Op.Cit.,hlm. 197 
33Pasal 1 angka 49,Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
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daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat 
selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat 
mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian 
tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan 
pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak 
ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, 
pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.34 
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 
Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, 
kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar 
retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan 
retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.35 
 
                                                          
34  Universitas Sumatera Utara, Makalah Tentang Tantangan Otonomi Daerah 
dalam Prespektif Pendapatan Asli Daerah. Disampaikan dalam seminar terbuka di 
Universitas Sumatra Utara 2014. 
35Ibid, Hlm 4-5 
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5. Pejabat Pemungut Retribusi Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pejabat Pemungut Retribusi adalah Pejabat 
pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai  
dengan peraturan perundang–undangan.36 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum, Juga mendefinisikan pejabat dengan pengertian 
yang sama yaitu, Pejabat  adalah  pegawai  yang  diberi  tugas  tertentu  
dibidang  retribusi  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undang.37 Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersebut yakni Pasal 1 
ayat (5) mejelaskan tentang perangkat-perangkat Pemerintah Kota 
Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang retribusi jasa umum yang 
dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD. 
Terkait dengan golongan retribusi Jasa Umum, Jenis pasar 
tradisional dalam hal ini Pasar Maricaya Kota Makassar, seperti yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 
tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar, walikota 
Makassar sebagai pemegang kewenangan penanganan pasar, 
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada direksi PD. Pasar 
                                                          
36Pasal 1 Ayat (7).Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
37 Pasal 1 ayat (6).Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Jasa Umum. 
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Makassar Raya. 38 Ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Walikota 
Makassar Nomor: 452/S.Kep/511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang 
Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar. 
6. Penghitungan Retribusi Daerah 
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara 
mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan 
demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif 
retribusi dan tingkat penggunaan jasa.39 
a. Tingkat Penggunaan Jasa 
Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas 
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul 
daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya 
beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir 
kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa 
yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat 
penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu 
yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat 
bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.40 
                                                          
38Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan 
Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 
2004 Seri D Nomor 1) 
39 Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah.  
40Azhari Aziz Samudra, Op. Cot.,hlm. 291 
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b. Tarif Retribusi Daerah 
Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu 
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang 
terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan 
perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif 
tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak 
dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan 
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini 
dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian 
daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif 
retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.41 
c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah 
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda 
antar golongan retribusi daerah. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagian ke-
7 Pasal 157 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-
10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah 
ditentukan sebagai berikut: 
1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah 
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 
                                                          
41  Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
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2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan 
utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu 
keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang 
bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan 
padatujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi 
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan 
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian 
izin tersebut. 
 
Sedangkan menurut Kesit Bambang Prakosa (2003), prinsip dasar 
untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total biaya dari 
pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya 
perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif 
retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama 
mengapa hal ini terjadi :42 
a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public 
good yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi 
retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya 
retribusi air minum. 
b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan 
sebagian lagi merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau 
bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan 
angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi 
kemacetan. 
                                                          
42 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, Jogjakarta, UII Press. 
2006, Hlm.15 
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c. Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi 
jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan 
menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas 
rekreasi dari kolam renang. 
d. Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan 
group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk 
tunawisma. 
Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi 
atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari 
perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai 
berikut:43 
Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa 
 
B. Retribusi Jasa Umum 
1. Definisi Retribusi Jasa Umum 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah tidak secara lansung menjelaskan tentang 
definisi dari Retribusi Jasa Umum. Tetapi dari beberapa artikel yang 
penulis temukan, makna retribusi jasa umum disamakan dengan 
penjelasan “Jasa umum” dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan 
Retribusi daerah yaitu :44 
                                                          
43 Kesit Bambang Prakosa, Op.Cit. hlm. 16 
44  Pasal 1 ayat (66), Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi daerah. 
33 
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh  
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan  
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
 
Kriteria retribusi jasa umum adalah :45 
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan  
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;  
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenanganDaerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi;  
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau  
Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk  
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;  
4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan 
yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi  
masyarakat yang tidak mampu;  
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya;  
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta  
merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang 
potensial; 
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan  
8. Jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang 
lebih baik. 
 
2. Objek dan Golongan Retribusi Jasa Umum 
Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.46 
Jenis retribusi jasa umum yaitu :47 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;  
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  
                                                          
45Ibid,Pasal 150, 
46Azhari Aziz Samudra, Perpajakan di Indonesia; Keuangan, Pajak dan Retribusi 
Daerah.Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 280 
47 Pasal 110, Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
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c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil;  
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;  
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  
f. Retribusi Pelayanan Pasar;  
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;  
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;  
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;  
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;  
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan  
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
 
Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas dapat saja tidak 
dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan 
nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-
cuma. 
3. Subjek Retribusi Jasa Umum 
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 
Sedangkan Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong Retribusi Jasa Umum.48 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah juga memberikan definisi yang serupa tentang subjek 
                                                          
48 Ida Zuraida, Teknik penyusunan Peraturan Daerah; Tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah.Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hlm. 101 
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retribusi Jasa Umum, yaitu orang pribadi atau Badan yang  
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.49 
C. Retribusi Pasar 
1. Dasar Hukum Retribusi Pasar 
Retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum seperti 
yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan retribusi Daerah. 50  Dalam hal ini yang dimaksud 
dengan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, 
berupa pelataran, los, kios sebagai jenis barang, termaksud pelelangan 
ikan, ternak, hasil bumi, yang telah disediakan atau diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah, tidak termasud yang disediakan oleh Perusahaan 
Daerah (PD) pasar dan pihak swasta.51 
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tetang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis 
objek dan golongan retribusi yaitu, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan 
Perizinan Tertentu. Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi 
Jasa Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f, 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
                                                          
49 Pasal 125 ayat (1), Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
50Ibid, Pasal 110 Huruf f. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
51 Diaz Priantara, Op.Cit.,hlm. 585 
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Selanjutnya, dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa 
rincian jenis objek dan golongan dari setiap retribusi, diatur dalam 
Peraturan Daerah masing-masing daerah yang bersangkutan. Pemerintah 
Kota Makassar kemudian membentuk Peraturan Daerah Dibidang 
Retribusi Jasa Umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya terdapat penjelasan 
tentang jenis retribusi pasar yang merupakan salah satu jenis retribusi 
jasa umum. 
2. Pengertian Retribusi Pasar 
Untuk menjelaskan tentang pengertian retribusi Pasar, perlu 
kiranya dipaham setiap penggalan kata antara retribusi dan pasar. Secara 
umum pengertian pasar yaitu tempat yang memberikan suplei barang-
barang konsumsi pada setiap orang atau pasar lain dan/atau fasilitas 
perdagangan lain seperti tokoh dan warung. Sedangkan pelayanan lain 
adalah penampung, penerima, atau sebagai pengumpul produk dari 
daerah penghasil atau sumber untuk dikirim atau dipasarkan kepusat 
pemasaran lainnya.52 
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar [kb] 
adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan 
transaksi atas barang yang diperdagangkan.53 
                                                          
52Azhari Aziz Samudra, Op.Cit., Hlm. 298 
53G. Setya Nugraha & R. Maulina F, Op.Cit., Hlm. 458 
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Jika dihubungkan dengan definisi Retribusi yang sifatnya adalah 
pungutan atas pelayanan, maka Retribusi Pasar dapat didefinisikan 
sebagai retribusi yang dipungut atau dikenakan atas pelayanan yang 
disediakan oleh pemerintah daerah yang sudah digunakan atau dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan yang berada dipasar tersebut. 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah 
satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan 
oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah fasilitas 
pasar sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, 
yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termaksud yang dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain 
yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, 
penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan 
alat-alat pemadam kebakaran.54 
3. Objek dan Golongan Retribusi Pasar 
Sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek  Retribusi  
Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, 
berupa  pelataran, los,  kios  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah,  dan  
khusus disediakan untuk pedagang, selanjutnya, setiap kegiatan 
                                                          
54Pedyangan Tax Center Medan, 2013, Pengertian Pajak dan Retribusi, (Online) 
dalam http://Pemkot-Medan.go.idiakses pada tanggal 15 Mei 2016, Pukul 20.07 Wita 
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membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan 
lainnya pada radius 200 meter dari pasar. 
Selanjutnya dalam ayat (2) Dikecualikan dari objek Retribusi  
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar 
yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.55 
4. Subjek Retribusi Pasar 
Subjek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan dari jasa umum yang 
bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi pasar yaitu orang pribadi atau 
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.56 
5. Tarif Retribusi Pasar 
Pada prinsipnya penetapan besarnya tarif retribusi sangat 
beragam. Hal tersebut dikarenakan objek, subjek dan pelayanan retribusi 
yang berbeda-beda. 57 Terkait dengan Retribusi Pasar, penentuan 
besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan bentuk dan jenis pelayanan 
pasar pada setiap daerah. Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai 
yang terkandung dari makna retribusi. Besarnya retribusi pasar yang 
                                                          
55Ida Zuraida, Op.Cit., Hlm. 102 
56Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum.  
57Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah.  
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terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan 
jasa.58 
a. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar 
Tingkat Penggunaan Jasa retribusi pasar dapat dinyatakan sebagai 
kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang 
dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, 
misalnya beberapa kali masuk pasar, berapa kali/berapa jam parkir 
kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa 
yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat 
penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu 
yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat 
bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.59 
b. Tarif Retribusi Pasar 
Tarif Retribusi Pasar adalah nilai rupiah atau persentase tertentu 
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi Pasar yang 
terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan 
perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif 
tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat antara kios berlantai 1 
(satu) dan kios berlantai 2 (dua). 60  Tarif retribusi ditinjau kembali 
secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan 
tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan 
                                                          
58Pasal 7 Peraturan Daerah Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum. 
59Azhari Aziz Samudra, Op. Cot.,hlm. 291 
60 Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah  
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perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang 
bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun 
sekali. 
c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasar 
Tarif retribusi Pasar ditetapkan oleh pemerintah daerah atau 
badan/lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah daerah 
dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.61 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagian ke-7 
Pasal 157 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8 
sampai dengan Pasal 10, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 
retribusi yaitu ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 
6. Pejabat Pemungut Retribusi Pasar 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Pejabat Pemungut retribusi adalah Pejabat 
pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai 
dengan peraturan perundang–undangan.62 Hal tersebut kemudian berlaku 
secara tidak lansung terhadap retribusi pasar, karena retribusi pasar 
merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang tergolong dalam 
retribusi daerah. 
                                                          
61I Azhari Aziz Samudra, Op. Cot.,hlm., 292 
62Pasal 1 Ayat (7). Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
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Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum, sebagai salah satu dasar hukum pemungutan 
retribusi pasar, mendefinisikan pejabat dengan pengertian yang sama 
yaitu, Pejabat  adalah  pegawai  yang  diberi  tugas  tertentu  di bidang  
retribusi  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undang.63 Lebih 
lanjut dalam Peraturan Daerah tersebut yakni Pasal 1 ayat (5) mejelaskan 
tentang perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang 
bertanggungjawab dalam bidang retribusi jasa umum yang dikenal dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD. 
Terkait dengan golongan retribusi Jasa Umum, Jenis retribusi pasar 
tradisional, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota 
Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam 
Daerah Kota Makassar, walikota Makassar sebagai pemegang 
kewenangan penanganan pasar, mendelegasikan kewenangan tersebut 
kepada direksi PD. Pasar Makassar Raya.64 Ditindak lanjuti dengan Surat 
Keputusan Walikota Makassar Nomor: 452/S.Kep/511.2/2001 tanggal 8 
Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 
2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar. 
 
 
                                                          
63 Pasal 1 ayat (6).Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Jasa Umum. 
64Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 tahun 2004 Tentang Pengurusan 
Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 
2004 Seri D Nomor 1) 
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7. Pemungutan Retribusi Pasar 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemungutan adalah 
proses, cara, dan perbuatan memungut.65 Sedangkan menurut peraturan 
perundang-undangan Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya.66 
Jadi proses pemungutan retribusi secara umum, yang juga berlaku 
pada pemungutan retribusi pasar meliputi proses pendataan sampai pada 
proses pengawasan penyetoran oleh pejabat yang berwenang, yang 
dimulai dari :67 
1. Penghimpunan data Objek Retribusi Pasar, yaitu pengimpunan atau 
pengumpulan data-data yang berkaitan dengan objek retribusi. Hal 
yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu, menginventarisir kembali 
bangunan dan/atau objek-objek pelayanan lain yang berkaitan dengan 
retribusi pasar dengan tujuan untuk memastikan kalayakan atas 
pelayanan yang akan diberikan.  
2. Penghimpunan data subjek Retribusi Pasar, yaitu penghimpunan atau 
pengumpulan data-data yang berkaitan dengan subyek retribusi pasar. 
Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada subyek pasar yang 
                                                          
65G. Setya Nugraha & R. Maulina F,Op.Cit.,hlm. 197 
66Pasal 1 angka 49,Op.Cit., Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
67 Hasil diskusi terbuka penulis dengan Beberapa Civitas Akademika Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Pada Tanggal 16 Juni 2016 
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menikmati pelayanan yang diberikan tanpa membayar kewajibannya, 
dalam hal ini pembayaran retribusi. Disamping itu, penghimpunan data 
subyek dilakukan agar penyediaan fasilitas dan pelayanan retribusi 
dapat dimaksimalkan sesuai dengan kapasitas subjek retribusi. 
3. Penentuan besarnya tarif dan penagihan Retribusi Pasar yaitu 
penyesuaian besarnya tarif setiap jenis retribusi yang dibebankan 
kepada subjek retribusi. Penentuan tarif ini dilakukan oleh pemerintah 
daerah dan/atau pihak lain yang ditugaskan untuk hal tersebut oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
4. Pengawasan Penyetoran Hasil Pemungutan yaitu bentuk pengawasan 
yang dilakukan oleh pejabat pemungut dan pengawas penyetoran 
retribusi yang ditunjuk dan disebutkan oleh peraturan perundang-
undangan. Menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi 
yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil 
seperti yang diinginkan. Hal ini penting untuk dilakukan agar hasil 
pemungutan retribusi tidak disalah gunakan atau dimanfaatkan pada 
hal yang tidak semestinya. 
Pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, 
penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada 
aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan 
tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan 
kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. 
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Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya 
variabel atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling 
berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip 
dalam buku Subarsono (2006;90) menyatakan bahwa, implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:68 
1. Komunikasi 
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 
dari implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi 
apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan 
mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat 
berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 
kebijakan dan peraturan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia 
yang tepat. 
Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, 
dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para 
implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 
kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga 
indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel 
komunikasi, yaitu: 
a. Kejelasan informasi 
Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah 
jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak 
                                                          
68 Universitas Sumatera Utara, Makalah Tentang Tantangan Otonomi Daerah 
dalam Prespektif Pendapatan Asli Daerah. Disampaikan dalam seminar terbuka di 
Universitas Sumatra Utara 2014. 
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selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para 
pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. 
Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan 
menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang 
telah ditetapkan. 
b. Kejelasan Payung Hukum 
Kejelasan payung hukum dalam suatu kebijakan sangatlah penting. 
Kebijakan yang memiliki payung hukum jelas tentu akan lebih efektif. 
Karena setiap perangkat terkait, dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. 
2. Sumber Daya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi 
implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor 
penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tampa 
sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen 
saja. Sumber daya meliputi empat komponen,yaitu: 
a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu); 
b. Informasi yang dibutuhkan; 
c. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas 
tanggungjawab; dan 
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d. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 
3. Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementorakan 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda 
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 
akan menjadi tidak efektif. 
4. Struktur Birokrasi 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 
kebiajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap 
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart 
operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 
implementor dalam bertindak. 
Selanjutnya, bahwa sifat Pemungutan retribusi pasar tidak dapat 
diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak 
dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak 
berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak 
ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, 
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu 
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yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan 
sebagian tugas pemungutan retribusi pasar secara lebih efisien.  
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang 
terutang dan pengawasan penyetoran retribusi.69 
Retribusi pasar dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis 
masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak 
membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.70 
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang menggunakan jasa tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif 
retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam 
penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum dalam hal ini retribusi pasar, 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan 
                                                          
69  Universitas Sumatera Utara, Makalah Tentang Tantangan Otonomi Daerah 
dalam Prespektif Pendapatan Asli Daerah. Disampaikan dalam seminar terbuka di 
Universitas Sumatra Utara 2014. 
70 Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 tahun 2011 
Tentang Retribusi Jasa Umum. 
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sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh para pengusaha 
swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan efektif dan berorientasi 
pada harga pasar.71 
Disamping hal tersebut diatas, pemungutan retribusi pasar harus 
berdasarkan prinsip-prinsip umum pemungutan retribusi. Fisher (1996) 
berpendapat bahwa prinsip umum pemungutan dan penarikan retribusi 
yaitu :72 
1. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan 
marjin keuntungan dan penggunaan lansung. 
2. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan 
lansung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada 
biaya yang pantas) dari mengonsumsi pelayanan kecuali apabila harga 
dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah 
pelaporan atau fasilitas diterima oleh pengguna barang. 
3. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis 
harganya. 
4. Marjin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh 
dalam menentukan retribusi. 
8. Tata Cara Penghapusan Piutang dan Kadaluarsa 
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Gubernur 
                                                          
71 Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah.  
72 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi daerah, Sinar 
Grafika. Jakarta, 2012.Hlm. 128 
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menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah provinsi yang sudah 
kadaluarsa, sementara keputusan penetapan penghapusan piutang 
retribusi daerah tingkat II yang sudah kadaluarsa ditetapkan oleh Bupati 
atau Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kadaluarsa diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).73 
Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau penerimaan 
untuk penyempurnaan Peraturan Daerah, dilakukan dengan jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya peraturan daerah yang 
dimaksud. Jangka waktu 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang 
hingga 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada pemerintah 
daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. 
Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya peraturan 
daerah atau jangka waktu perpanjangan telah lewat, menteri dalam negeri 
tidak mengambil keputusan, peraturan daerah tersebut dianggap telah 
diterima dan disahkan, berlaku dan dapat dilaksanakan. Peraturan Daerah 
yang telah mendapat pengesahan diundangkan kedalam lembaran daerah 
yang bersangkutan.74 Lebih lanjut tata cara pembuatan peraturan daerah 
telah dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. 
 
 
                                                          
73 Pasal 38 dan 39, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum.  
74 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian 
Empiris. Penilitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
lansung kelokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang 
dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dan/atau 
kuesioner dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan.75 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya, yang beralamat di Jalan Kerung-kerung Nomor 68, kec. 
Makassar, Kota Makassar. Hal ini karena instansi tersebut diberi 
kewenangan untuk melakukan pemungutan serta mengelola retribusi 
daerah pasar termaksud di dalamnya retribusi pasar Maricaya. 
Lokasi kedua yaitu, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah 
(Dispenda), sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengelola 
pendapatan dan aset daerah. Sedangkan lokasi ketiga yaitu pusat pasar 
Maricaya Kota Makassar yang beralamat di Jalan Veteran Selatan Jalur 
Monginsidi, Kota Makassar. 
 
 
                                                          
75 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 
Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 29 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif.76 Sedangkan 
sumber datanya yaitu data langsung yang diperoleh melalui studi empiris 
hasil observasi lapangan dengan menggunakan pendekatan wawancara 
dan/atau kuesioner. Pembagian kuesioner pada wilayah yang menjadi 
sampel dan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawabdan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui tentang objek dan masalah penelitian yang akan 
dilakukan. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, dalam hal ini 
Direktur atau pejabat pembantu yang mewakili, sebagai instansi yang 
diberi tanggungjawab oleh Pemerintah daerah melalui Perda Kota 
Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam 
Daerah Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 26 
Tahun 2004, seri D Nomor 1), Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan dan 
Aset Daerah Kota Makassar atau pejabat pembantu yang mewakili. 
Selanjutnya yang akan menjadi narasumber adalah pengguna pasar 
Maricaya Kota Makassar yang secara yuridis menjadi subjek dari 
Retribusi Jasa Umum, khususnya Retribusi Pasar Tradisional. 
2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 
mengumpulkan data sekunder yaitu dari laporan-laporan realisasi 
                                                          
76 Ibid, hlm. 31-32 
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penerimaan retribusi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
implementasi kebijakan retribusi pasar. 
 
E. Analisis Data 
Dari keseluruhan data yang diperoleh, maka kegiatan selanjutnya 
yang dilakukan adalah menganalisis data secara preskriptif yaitu 
menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat secara sistematis 
berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari penelitian, sehingga 
memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab kajian hukum 
yang diangkat dalam permasalahan dalam penulisan ini. Data yang 
berhasil dikumpulkan diolah secara teratur dan sistematis, selanjutnya 
dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu meneliti dan menelaah data yang 
ada dalam bentuk uraian secara deskriptif untuk dapat menjawab 
rumusan masalah.77 
  
                                                          
77 Ibid, hlm. 71 (Dikutip dari Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 




PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Maricaya Makassar di 
Kota Makassar 
Pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun daerah 
kabupaten/kota berwenang membuat peraturan daerah guna 
menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan.Substansi atau muatan materi dari peraturan daerah adalah 
penjabaran dari perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi 
dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah.78 
Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang secara hierarki berada di urutan bawah, selalu mengacu pada 
amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini 
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam penyusunan 
Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi misalnya yang kemudian 
berlaku secara mutatis mutandis dalam penyusunan peraturan daerah 
kabuapten/kota, bahwa penyusunan daftar rancangan peraturan daerah 
provinsi didasarkan atas: 
a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; 
b. Rencana pembangunan daerah; 
                                                          
78Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2008, hlm. 37 
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c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
d. Aspirasi masyarakat daerah. 
Hal yang menjadi pokok bahwa pembuatan peraturan perundang-
undangan baik nasional maupun daerah harus mengandung semangat 
pembangunan yang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat/warga 
Negara. Akan tetapi agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai secara 
maksimal, peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat ketika 
dalam proses pembentukannya melainkan juga dalam pelaksanaannya. 
Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang 
berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam 
memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu, implementasi juga 
merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program 
yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta 
strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Kota Makassar memiliki kewenangan seperti juga kabupaten/kota 
lainnya untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal keuangan 
seperti yang disebutkan dalam undang-undang. 79 Pemerintah memiliki 
kewengangan untuk menentukan pendapatan daerah dan melakukan 
kerja sama untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Salah satu hal 
yang dilakukan adalah melakukan pemungutan retribusi yang merupakan 
                                                          
79 Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, 
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan 
retribusi dengan syarat harus sesuai atau sejalan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa daerah tidak dibenarkan 
memungut jenis pajak dan/atau retribusi di luar dari jenis pajak dan/atau 
retribusi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.80 Salah satu jenis 
retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu Retribusi Pasar yang 
kemudian di kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai 
aturan yang mengatur lebih lanjut.Pemungutan retribusi pasar tentu harus 
sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah 
daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari: 
1. Penghimpunan dan pendataan Objek retribusi pasar yang berkala dan 
berkelanjutan; 
2. Penghimpunan data subjek retribusi pasar; 
3. Melaksanakanpenagihan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif 
retribusi pasar, hal-hal lain yang dibutuhkan harus ditinjau lebih jauh 
agar pemungutan retribusi maksimal dan tepat sasaran; 
4. Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi. Agar hasil 
pemungutan retribusi tidak disalah gunakan. 
                                                          
80 Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah 
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1. Objek Retribusi Pasar Maricaya Kota Makassar 
Hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan dalam 
melakukan rangkaian pemungutan retribusi adalah penghimpunan data 
objek retribusi yaitu, penghimpunan segala jenis objek retribusi yang 
meyangkut pelayanan retribusi pasar. 
Perusahaan Daerah Pasar Raya Kota Makassar, sebagai 
perusahaan daerah yang berwenang mengurus pasar di kota Makassar, 
juga didalamnya termaksud melakukan pemungutan retribusi pasar, 
melakukan pengimpunan data objek retribusi pasar Maricaya dengan 
mekanisme sebagai berikut:81 
1. Melakukan inventaris atas los, kios, pelataran, pos penjagaan, meteran 
listrik dan air bersih. 
2. Melakukan inventaris gedung dan segala sarana yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dan PD. Pasar Makassar Raya guna menunjang 
maksimalnya pelayanan. 
3. Melakukan pendataan dan evaluasi kinerja terhadap pejabat pemungut 
retribusi lapangan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, data 




                                                          
81Hasil wawancara dengan Ahmad Rusli (Selaku staf sekertaris direktur PD. 




Daftar Objek Retribusi Pasar Maricaya 
Kota Makassar 2016 
No Nama Objek Jasa Jumlah/ Keterangan 
1 Gedung penyimpanan barang 1 Unit Utuh 
2 Gedung berjualan (Kios) 16 Unit Utuh 
3 Lapak/los (Kios Semi permanen) 26 Unit Utuh  
5 Kios Mini 39 Unit Utuh 
4 Gedung WC Umum 4 Unit Utuh 
5 Pos penjagaan 1 Unit Utuh 
6 Meteran Listrik 6 Unit Utuh 
7 Meteran Air 4 Unit 2 Utuh  
8 Pelataran Parkir 2 Unit Utuh  
Sumber data: PD. Pasar Makassar Raya 
PD. Pasar Makassar raya terus melakukan inventaris terhadap 
objek retribusi agar dapat mengetahui kekurangan dan posisi pelayanan 
yang kurang maksimal.Menurut Sekretaris Direktur utama PD. Pasar 
Makassar Raya, hal ini penting untuk dilakukan agar penggaran untuk 
perbaikan infrastruktur dan objek retribusi lainnya dapat dilakukan secara 
maksimal dan efisien.82 
Selanjutnya dalam hal melakukan evaluasi kinerja pejabat 
pemungut retribusi lapangan (kolektor), menerapakan konsep pejabat 
pengawas lapangan.Pejabat pengawas lapangan melakukan pengawasan 
terhadap kolektor dalam hal penagihan retribusi terhadap subjek retribusi 
pasar Maricayakota Makassar.Output dari pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan oleh badan pengawas lapangan adalah dilakukannya 
                                                          
82Hasil wawancara dengan Ahmad Rusli (Selaku staf sekertaris direktur PD. 
Pasar Makassar Raya), pada tanggal 6 juni 2016.Berlokasi di Kantor PD. Pasar 
Makassar Raya. 
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pergantian tugas (rooling) wilayah (pasar) tempat kolektor melakukan 
penagihan retribusi.83 
2. Subjek Retribusi Pasar Makassar Raya 
Terkait dengan penghimpunan data subjek retribusi pasar, PD. 
Pasar Makassar Rayaterus melakukan pendataan secara berkala 
terhadap subjek retribusi pasar Maricayakota Makassar dalam hal ini 
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 
pelayanan pasar. 
Terkait dengan data subjek retribusi pasar, khususnya pasar 
maricaya, pihak PD. Pasar Makassar raya mengatakan tidak memiliki data 
secara rinci dan terpisah, tetapi hanya memiliki data umum terkait 
penghimpunan data objek dan subjek retribusi. Data tersebut dapat 
digambarkan dengan tabel sebagai berikut. 
Tabel 5 
Daftar SubjekRetribusi Pasar Maricaya Kota Makassar 
No Bahagian Jumlah Pedagang Ket 
1. Kios Mini 39 39 Dalam 
2. Ruko 16 29 Luar 
3. Lapak (kios semi Permanen) 26 42 Dalam 
Sumber data: PD. Pasar Makassar Raya 
Dari data tersebut di atas, staf sekretaris PD. Pasar Makassar raya 
dalam wawancara terbuka bersama penulis mengatakan bahwa, meski 
                                                          
83Hasil wawancara dengan Ahmad Rusli (Selaku staf sekertaris direktur PD. 
Pasar Makassar Raya), pada tanggal 6 juni 2016.Berlokasi di Kantor PD. Pasar 
Makassar Raya. 
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jumlah tempat (kios mini, ruko, lapak) tidak sebanding dengan jumlah 
pedagang yang menggunakannya, tetapi secara umum masih dapat 
dikatakan masih memenuhi kapasitas. 84 Hal ini dikarenakan adanya 
pengaturan luas tempat yang sudah ditentukan oleh pengelola, dalam hal 
ini Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. 
3. Pemungutan Retribusi 
Secara umum pengaturan tentang mekanisme setiap jenis 
pemungutan retribusi pada setiap golongannya diatur lebih lanjut sesuai 
dengan kebijakan daerah masing-masing. Di Kota Makassar, mekanisme 
pelaksanaan pemungutan retribusi Jasa Umum yaitu melalui 
pendelegasian kewenangan dari walikota ke pejabat/unit pemerintahan 
yang ditunjuk lewat keputusan walikota atau peraturan lainnya yang 
berskala kabupaten/kota. Khusus yang mengatur mengenai pemungutan 
retribusi pasar tradisional, secara implisit berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Wilayah Kota 
Makassar, walikota mendelegasikan kewenangannya dalam hal mengurus 
pasar kepada direksi. Direksi yang dimaksud dalam peraturan daerah ini 
adalah direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. 
PD. Pasar Makassar Raya merupakan salah satu perusahaan 
daerah Kota Makassar yang dibentuk pada tahun 1999 dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Madya Daerah Tingkat II 
                                                          
84Hasil wawancara dengan Ahmad Rusli (Selaku staf sekertaris direktur PD. 
Pasar Makassar Raya), pada tanggal 6 juni 2016.Berlokasi di Kantor PD. Pasar 
Makassar Raya. 
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Ujung Pandang, yang selanjutnya mengalami perubahan dengan 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Madya 
Daerah Tingkat II Ujung Pandang. 
Dalam pasal 585 disebutkan bahwa tujuan pembentukan PD. Pasar 
Makassar Raya, yaitu: 
1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat 
dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta 
fasilitas penunjang lainnya di bidang pasar. 
2. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka 
pengembangan dan pembangunan daerah. 
Dalam Pasal 6 Perda Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pendirian PD. 
Pasar Makassar Raya disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan di atas, 
perusahaan daerah ini bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum 
di bidang pasar. 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah 
Kota Makassar, PD. Makassar Raya mendapat delegasi secara lansung 
untuk mengurus pasar yang ada di dalam Kota Makassar. Selanjutnya 
sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, Walikota Makassar mengeluarkan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk 
                                                          
85 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung 
Pandang 
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Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 
2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar, yang 
salah satu uraiannya adalah mengklasifikasikan pasar Kota Makassar ke 
dalam 4 (empat) golongan, yaitu:86 
1. Pasar kelas 1 (satu), yaitu Pasar Sentral (Makassar Mall), Pasar 
Terong, Pasar Butung, dan Pasar Kampong Baru; 
2. Pasar kelas 2 (dua), yaitu Pasar Pa’baeng-baeng, Pasar Maricaya, 
Pasar Panampu, Pasar Daya, dan Pasar Panakukang; 
3. Pasar kelas 3 (tiga), yaitu Pasar Sabung Jawa, pasar Parang 
Tambung, dan Pasar Kalimbu; 
4. Pasar kelas 4 (empat),yaitu pasar darurat dan sejenisnya. 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis, bersama kepala bagian 
Hukum dan Hubungan Masyarakat, menerangkan bahwa 
pengklasifikasian pasar dilakukan oleh pihak pemerintah daerah 
berdasarkan lokasi pasar agar lebih mudah dalam pengelolaan dan 
pengawasannya.87 
Terkait dengan pelaksanaan pemungutan di lapangan, direksi 
perusahaan selaku penanggungjawab dan penerima delegasi, membuat 
Surat Keputusan Direksi Nomor: 800/500.1/S.Kep/PD.Psr/XII/2009 
tentang Petunjuk Teknis Uraian Tugas Bagian, Sub Bagian, Satuan 
                                                          
86   Pasal 2, Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 
Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar 
87Wawancara Lansung yang dilakukan oleh Penulis bersama Pak Asnawi, SH., 
Kepala Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat PD. Pasar Makassar Raya Pada 
Tanggal 12 April 2016. 
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Pengawas Internal, dan Unit Pelaksana Pada Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar. 
Dalam surat keputusan ini diuraikan tentang bentuk organisasi PD. 
Pasar Makassar Raya, lengkap dengan segala tugas dan kewenangan 
pada setiap satuan jabatan. Terkait dengan penagihan atau pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar, dijabarkan dalam pasal 10 tentang Sub. 
Bagian penagihan yang memiliki tugas, yaitu: 
Staf Sub. Bagian Penagihan : 
a. Melaksanakan pemantauan dan informasi pasar, penerimaan jasa  
produksi, jasa pengelolaan, dan jasa lainnya. 
b. Menerima, mencatat, memporporasi, dan menyalurkan benda 
berharga untuk kebutuhan unit pasar. 
c. Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan kegiatan penagihan di 
pasar. 
d. Membantu staf pasar dalam melakukan pendataan potensi pasar. 
e. Membuat SPP dan SKJ pengelolaan jasa produksi dan jasa lainnya. 
f. Melakukan proses administrasi perpanjangan kartu izin berjualan. 
Kepala staf sub.Bagian penagihan dalam wawancara bersama 
penulis menerangkan bahwa kolektor pasar yang melakukan penagihan 
langsung di pasar-pasar adalah staf dari sub.bagian penagihan yang 
melaksanakan tugas pemungutan berdasarkan surat keputusan direksi, 
sedangkan staf yang membantu seperti yang dimaksudkan pada huruf c di 
atas hanya membantu menyiapkan hal-hal yang bersifat administrasi dan 
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penyediaan fasilitas pemungutan di lapangan seperti karcis/kupon atau 
sebutan lain yang sejenis.88 
Terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar 
Maricaya Kota Makassar, kolektor pasar berdasarkan Surat Keputusan 
Direksi Nomor: 800/500.1/S.Kep/PD.Psr/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis 
uraian tugas bagian, sub bagian, satuan pengawas internal dan unit 
pelaksana pada perusahaan daerah pasar Makassar Raya Kota 
Makassar, melakukan pemungutan dengan 2 (dua) metode, yaitu: 
a. Pembayaran jasa harian, yaitu penagihan atau pembayaran retribusi 
jasa umum pasar tradisional yang dilakukan setiap hari saat pedagang 
menjajalkan dagangannya. 
b. Pembayaran jasa bulanan, yaitu penagihan atau pembayaran retribusi 
jasa umum pasar tradisional yang dilakukan setiap bulan. Biasanya 
dilakukan pada awal bulan pada setiap pedagang pasar. 
Tahap awal yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Makassar Raya 
dalam melakukan penagihan adalah menyediakan Karcis/kupon atau 
sebutan lain yang sejenis yang digunakan untuk petugas kolektor pasar 
yang merupakan rangkaian kegiatan inventarisir pedagang di unit Pasar 
Maricaya. Selanjutnya, memonitoring dan mengendalikan pemberian 
pendistribusian surat izin pakai tempat yang disesuaikan dengan jumlah 
karcis atau kupon yang peroleh oleh setiap pedagang. Kupon inilah yang 
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digunakan oleh PD. Pasar Makassar bagian sub.Penagihan untuk 
melakukan Pemungutan.Selanjutnya, sub. Sub bagian administrasi 
pembukuan PD. Pasar Makassar Raya melakukan pencatatan dan 
pembukuan dokumen penerimaan retribusi pada setiap tahun 
pemungutan sebelum disetor kepada Dispenda Kota Makassar dalam 
bentuk data nominal dan persentase.89 
4. Tarif Pemungutan Retribusi Pasar 
Tentang penentuan tarif retribusi pasar di Kota Makassar, termasuk 
di dalamnya Pasar Maricaya, diatur oleh Sub. Bagian Penagihan, yang 
memiliki tugas yaitu: 
a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan. 
b. Menyelenggarakan inventarisasi pedagang di unit-unit pasar. 
c. Menetapkan besarnya jasa tarif pasar berdasarkan jenis  jualan dan 
mengusulkan tarif jasa sesuai ketentuan. 
d. Memonitoring dan mengendalikan pemberian pendistribusian  surat 
izin pemakai tempat (SIPT) surat penunjukan tempat (STP) dan  surat 
perintah pembayaran yang telah dilakukan. 
e. Mengendalikan pelaksanaan penagihan. 
f. Menyelenggarakan, mengendalikan, dan memonitoripelaksanaan  
tagihan piutang yang masih tertunggak. 
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g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang 
menyangkut tugasnya. 
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Keuangan. 
g. Memelihara dan menyimpan buku induk potensi pasar 
h. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
Tugas Sub. Bagian Penagihan seperti yang ditulisakan pada huruf 
c di atas, selanjutnya dimuat dalam keputusan direksi PD Pasar Makassar 
Raya nomor: 974/545/S.Kep/PD.Psr/XI/2014 tentang penyesuaian tarif 
jasa jualan dan pelayanan perusahaan daerah Pasar Makassar Raya Kota 
Makassar pada setiap pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Makassar 
Raya. Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi 
pasar disesuaikan dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari ruko, los, kios, 
kios mini, dan pedagang kaki  lima (PKL). Khusus penetapan tarif di Pasar 
Maricaya dapat kita lihat tabel di bawah ini:90 
Tabel 6 
Tarif Jasa Jualan dan Pelayanan PD. Pasar Makassar Raya  
di Pasar Maricaya 2016 
No Jenis Jasa Tarif /Hari Tarif /Bulan 
1. Front toko - 80.000/bulan 
2. Kios - 80.000/bulan 
3. Los 3.000/hari 60.000/bulan 
4. Pelataran/hamparan 3.000/hari 60.000/bulan 
                                                          
90 Lampiran Keputusan Direksi PD Pasar Makassar Raya Nomor: 
974/545/S.Kep/PD.Psr/XI/2014 Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Jualan Dan Pelayanan 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar; Khusus Pasar Maricaya 
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5. Jasa keamanan harian 1.000/hari - 
6. Jasa kebersihan harian 1.000/hari - 
7. Jasa penyimpanan gudang - 35.000/bulan 
8. Jasa pelayanan MCK 3.000/hari - 
Sumber Data: PD Pasar Makassar Raya 
5. Mekanisme Penyetoran Hasil Pemungutan 
Tujuan dari pembentukan PD. Pasar Makassar Raya adalah untuk 
mengurus pasar di dalam Kota Makassar guna meningkatkan mutu dan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan 
pendapatan asli daerah dari sektor jasa, baik umum maupun jasa usaha. 
Untuk itu relevan jika sedikit menjabarkan tentang mekanisme penyetoran 
hasil pemungutan dari PD. Pasar Makassar Raya ke Pemerintah Daerah 
lewat Biro Keuangan Daerah. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas 
Pendapatan dan Aset daerah (Dispenda) Kota Makassar, mekanisme 
penyetoran hasil pemungutan baik pajak maupun retribusi sebenarnya 
semuanya melalui Dispenda, tetapi sejak tahun 2011 lewat keputusan 
walikota Makassar, biro keuangan ditunjuk secara lansung untuk secara 
lansung menangani penyetoran hasil retribusi pasar yang dikelola 
bersama PD. Pasar Makassar Raya.91 
Tahap awal yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Makassar Raya 
dalam melakukan penagihan adalah menyediakan Karcis/kupon atau 
sebutan lain yang sejenis yang digunakan untuk petugas kolektor pasar 
                                                          
91 Wawancara lansung bersama penulis yang dilakukan pada tanggal 18 April 
2016 
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yang merupakan rangkaian kegiatan inventarisir pedagang di unit Pasar 
Maricaya. Selanjutnya, memonitoring dan mengendalikan pemberian 
pendistribusian surat izin pakai tempat yang disesuaikan dengan jumlah 
karcis atau kupon yang peroleh oleh setiap pedagang. Kupon inilah yang 
digunakan oleh PD. Pasar Makassar bagian sub.Penagihan untuk 
melakukan Pemungutan.Selanjutnya, sub. Sub bagian administrasi 
pembukuan PD. Pasar Makassar Raya melakukan pencatatan dan 
pembukuan dokumen penerimaan retribusi pada setiap tahun 
pemungutan sebelum disetor kepada Dispenda Kota Makassar dalam 
bentuk data nominal dan persentase.92 
Hasil pemungutan retribusi pasar di Pasar Maricaya Kota 
Makassar kemudian disetorkan kepada Biro Keuangan Daerah Kota 
Makassar untuk dihimpun dan dikelola. Hasil Pemungutan Retribusi Pasar 
Maricaya, dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 7 
Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar Maricaya Makassar (Tahun 
2011-2015) 
No.  TAHUN  REALISASI PERSENTASE  
1.  2011  Rp. 862.260.600  87,78 %  
2.  2012  Rp. 899.004.500  89,06 %  
3.  2013  Rp. 916.882.500  81,09 %  
4.  2014  Rp. 936.836.900  94,55 %  
5. 2015 Rp. 947.836.700  95,34 %  
Sumber Data :PD.Pasar Makassar Raya 2016 
                                                          
92Wawancara lansung penulis bersama dengan Hasna Jaya, SE (Kepala Sub. 
Bagian Anggaran PD. Pasar Makassar Raya) yang dilakukan pada tanggal 19 April 2016 
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Dari jumlah hasil pemungutan yang diperoleh, maka pemerintah 
daerah memiliki jatah 55% untuk disumbangkan kepada PAD sedangkan 
45%-nya dikelola oleh perusahaan daerah Pasar Makassar Raya untuk 
melakukan perawatan dan pengelolaan penyediaan jasa. 
Sayangnya, hal-hal yang menyangkut mekanisme pembagian 
secara teknis tidak dijelaskan oleh direksi PD. Pasar Makassar Raya 
maupun Biro keuangan.Sementara alokasi anggaran pada 45% seperti 
yang dijelaskan sebelumnya yaitu dianggarkan untuk pembangunan 
sarana dan prasarana pasar, serta fasilitas-fasilitas yang mendukung 
pelaksanaan pelayanan maksimal. 
Terkait dengan pengadaan sarana serta fasilitas penunjang 
penyediaan jasa, PD. Pasar Makassar Raya memiliki unit pelaksana yang 
bertugas untuk hal terkait. Untuk lebih jelasnya, akan dijabarkan sesuai 
dengan Keputusan Direksi Nomor: 800/500.1/S.Kep/PD.Psr/XII/2009 
Tentang Petunjuk Teknis Uraian Tugas Bagian, Sub Bagian, Satuan 
Pengawas Internal dan Unit Pelaksana pada Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar. 
Bagian Fisik dan Prasarana terdiri dari; 
1. Sub Bagian Rehabilitasi yang mempunyai tugas:93 
a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitasi pasar; 
b. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan bangunan pasar  dan  
sarana lainnya; 
                                                          
93Pasal 15, Keputusan Direksi Nomor: 800/500.1/S.Kep/PD.Psr/XII/2009 Tentang 
Petunjuk Teknis Uraian Tugas Bagian, Sub Bagian, Satuan Pengawas Internal dan Unit 
Pelaksana pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
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c. Melaksanakan rehabilitasi bangunan pasar berdasarkan skala 
prioritas; 
d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 
e. Member saran dan pertimbangan peremajaan/perawatan  pasar  
kepada atasan sesuai bidang tugasnya; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fisik 
dan Prasarana. 
2. Sub Bagian Kemitraan yang mempunyai tugas:94 
a. Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan diremajakan; 
b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan dan telah; 
c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana  
pengembangan areal dan peremajaan pasar; 
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya; 
e. Memberi saran/pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan  
sesuai bidang tugasnya; 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik 
dan prasarana 
3. Sub Bagian Perencanaan Fisik yang mempunyai tugas:95 
a. Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan areal pasar 
yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
pengembangan kota; 
                                                          
94Ibid, Pasal 16 
95Ibid, Pasal 17  
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b. Membuat dan mengawasi pembagian tempat berjualan  menurut  
jenis jualannya;  
c. Melaksanakan tugas penelitian/pendatanperemajaan dan  
pengembangan perluasan areal pasar; 
d. Menyusun laporan rencana peremajaan dan pengembangan  serta  
perluasan area pasar; 
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya; 
f. Memberi saran/pertimbangan peremajaan pasar kepada  atasan  
sesuai bidang tugasnya; 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik  
dan prasarana. 
Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang 
dimaksud di atas, pihak pengguna pasar harus turut menjadi salah satu 
stakeholder yang menjadi pihak pengawas sekaligus memiliki kepentingan 
terhadap pembangunan yang ada.Dalam hal ini kemudian direksi 
membentuk unit pasar pada setiap pasar yang ada dan melibatkan 
asosiasi pada setiap pasar yang dikelola. 
Unit pasar yang dimaksud memang merupakan bagian dari struktur 
organisasi PD. Pasar Makassar Raya, yang memiliki tugas sebagai 
berikut: 
a. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar 
yang berada di wilayah kerjanya; 
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b. Mengkoordinisi dan mengendalikan program-program pengelolaan 
pasar yang telah digariskan oleh direksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Unit pasar berkoordinasi 
dengan asosiasi pasar. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh 
Kepala Unit Pasar Maricaya Makassar, Bapak Muslimin, dalam 
wawancara yang dilakukan bersama penulis.96 Lebih lanjut, kepala unit 
Pasar Maricaya menjelaskan bahwa setiap unit pasar yang ada, dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Kepala Urusan 
Administrasi Keuangan, Kepala Urusan Penagihan dan Pembukuan serta 
Kepala Urusan Kebersihan, Ketertiban dan Pelayanan. 
Secara khusus tentang kebutuhan pokok, keberadaan pasar-pasar 
tradisional memiliki beberapa keuntungan tersendiri dibanding pasar 
modern, misalnya harga kebutuhan pokok relatif lebih murah dibanding 
pasar modern, kuantitas barang yang dibeli bisa lebih banyak, mudah 
diakses kalangan masyarakat menengah ke bawah, serta alasan-alasan 
lain yang membuat sebagian dari masyarakat memilih untuk berbelanja di 
pasar tradisional. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, beberapa alasan 
masyarakat memilih belanja di pasar tradional dibanding pasar modern, 
yaitu:97 
                                                          
96 Wawancara lansung yang dilakukan oleh penulis bersama kepala Unit Pasar 
Maricaya PD. Pasar Makassar Raya Pada tanggal 20 April 2016 
97  Hasil Wawancara Terbuka Dengan Beberapa Pengguna Pasar Tradisional, 
Dilakukan Pada Tanggal 28 April 2016 
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1. Harga di pasar tradisional relatif lebih murah; 
2. Kualitas barang dapat dipastikan secara lansung; 
3. Dapat melakukan penawaran untuk mendapatkan harga termurah; 
4. Pasar tradisional dapat diakses dengan mudah; 
Sayangnya, alasan-alasan di atas tidak dapat menjadi penunjang 
yang baik terhadap penghasilan pedagang pasar tradisional.Hal ini 
dikarenakan banyaknya jumlah pasar tradisional yang terletak di berbagai 
penjuru Kota Makassar. Dari data yang penulis peroleh, jumlah pasar 
tradisional di Kota Makassar yang tersebar di seluruh penjuru Kota 
Makassar dapat ditunjukan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 8 
Daftar Nama Pasar yang Dikelola Oleh PD. Pasar Makassar Raya 
Kota Makassar 
No.  Nama Pasar Pengelola 

































15. Parang Tambung 
16. Panakukkang 
17. Niaga Daya 
18. Mandai 
19. Darurat Utara 
20. Darurat Selatan 
21. Pedagang Kaki 5 
Sumber data: PD. Pasar Makassar Raya 
Terdapat 21 (dua puluh satu) pasar tradisional yang ada di Kota 
Makassar.Setiap pasar memiliki pembayaran retribusi masing-masing 
sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 
 
B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pasar Maricaya Kota Makassar 
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Maricaya 
Makassar, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya 
dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target 
terpenuhi secara maksimal, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan retribusi 
tersebut berhasil. Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan 
baik atau tidak, serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan 
tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnnya. Berikut tabel target 






Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar Maricaya Makassar 
(Tahun 2011-2015) 
No.  TAHUN  TARGET  REALISASI  PERSENTASE  
1.  2011  Rp. 868.456.500  Rp. 862.260.600  87,78 %  
2.  2012  Rp. 920.665.000  Rp. 899.004.500  89,06 %  
3.  2013  Rp. 933.576.500  Rp. 916.882.500  81,09 %  
4.  2014  Rp. 938.595.400  Rp. 936.836.900  94,55 %  
5. 2015 Rp. 950.595.400  Rp. 947.836.700  95,34 %  
Sumber Data :PD.Pasar Makassar Raya Dan Dispendakota Makassar 2016 
Dari  tabel  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  retribusi  
pada  Pasar  Maricaya Makassar tidak pernah memenuhi target. Meski 
demikian, penerimaan  dari  sektor  retribusi  Pasar  Maricaya Makassar 
cukup  prospek  untuk dikembangkan  sebagai  salah  satu  sumber  
penerimaan  retribusi  daerah  yang mempunyai  peranan  besar  terhadap  
total  penerimaan  retribusi  di Kota  Makassar. 
Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh PD. Pasar Makassar 
Raya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kota Makassar.Hal ini merupakan salah satu alasan filosofis 
mengapa perusahaan daerah yang mengelola tentang pasar harus 
diadakan. Dibalik alasan pembentukan yang bersifat finansial, sudah 
semestinya diupayakan akan berbanding lurus dengan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugasnya, PD. Pasar Makassar Raya 
melakukan pembagian unit, yaitu satuan kerja yang ditugaskan pada 
bidang-bidang tertentu lewat Surat Keputusan Direksi Nomor: 
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800/500.1/S.Kep/PD.Psr/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis uraian tugas 
bagian, sub bagian, satuan pengawas internal dan unit pelaksana pada 
perusahaan daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Salah satu unit 
yang secara lansung berhubungan dengan pemungutan retribusi yaitu 
Staf Sub. Bagian Penagihan yang memiliki tugas sebagai berikut:98 
a. Melaksanakan pemantauan dan informasi pasar, penerimaan jasa  
produksi, jasa pengelolaan, dan jasa lainnya; 
b. Menerima, mencatat, memporporasi, dan menyalurkan benda 
berharga untuk kebutuhan unit pasar; 
c. Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan kegiatan penagihan di 
pasar; 
d. Membantu staf pasar dalam melakukan pendataan potensi pasar; 
e. Membuat SPP dan SKJ pengelolaan jasa produksi dan jasa lainnya; 
f. Melakukan proses administrasi perpanjangan kartu izin berjualan; 
Dalam wawancara yang dilakukan bersama Muhammad Sahid 
selaku Kepala Bagian Unit Penagihan, membenarkan tentang uraian 
tugas dan kewajiban bagian penagihan di atas. Ketika ditanya tentang 
hasil pemungutan retribusi yang tidak pernah mencapai target pada setiap 
tahunnya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang 
memengaruhi hal tersebut, baik faktor internal dalam hal ini kondisi dalam 
internal kantor perusahaan daerah dan/atau unit yang bertugas pada 
                                                          
98 Surat Keputusan Direksi Nomor: 800/500.1/S.Kep/PD.Psr/XII/2009 tentang 
Petunjuk Teknis uraian tugas bagian, sub bagian, satuan pengawas internal dan unit 
pelaksana pada perusahaan daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar  
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pemungutan lapangan, maupun faktor eksternal yang dalam hal ini adalah 
pasar atau kondisi di lapangan. 
Berbicara tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan 
suatu kebijakan, tentu akan ada faktor yang menunjang pelaksanaan 
maupun faktor yang mengahambat pelaksanaan. Kedua faktor tersebut 
secara langsung ikut memengaruhi proses pelaksanaan pemungutan 
retribusi yang kemudian berimplikasi pada output dari pelaksanaan 
pemungutan retribusi. 
1. Faktor-faktor  Penunjang  Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi  
pada Pasar Maricaya Makassar 
Agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini berjalan baik dan 
sesuai dengan yang  diharapkan,  maka  sangat  diperlukan  faktor-faktor  
penunjang.  Faktor-faktor penunjang  yang  dimaksud  adalah  hal-hal  
yang  dapat  membantu  atau  mendukung terlaksananya  sebuah  
kebijakan.  Di  dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan,  seperti halnya  
pemungutan  retribusi  pasar  yang  berlaku  di  Kota  Makassar  
khususnya  pada Pasar Maricaya Makassar tentunya ditunjang oleh 
beberapa faktor. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad 
Sahid, selaku Kepala Bagian Unit Penagihan, menjelaskan bahwa  faktor-
faktor  penunjang  pelaksanaan  pemungutan retribusi, yaitu:99 
1. Memiliki payung hukum yang  jelas. 
                                                          
99 Hasil wawancara Lansung dengan Kepala Bagian Unit Penagihan PD. Pasar 
Makassar Raya, dilakukan pada tanggal 19 April 2016 
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Pelaksanaan pemunggutan retribusi Pasar Maricaya Kota 
Makassar merupakan amanah peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 
tentang Jasa Umum.Pemungutan retribusi pasar merupakan salah 
satu jenis retribusi yang disebutkan dalam peraturan daerah tersebut. 
Selanjutnya oleh pemerintah daerah Kota Makassar membentuk PD. 
Pasar Makassar Raya untuk mengurus persoalan retribusi yang 
dimaksud dengan membuat peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 
tentang pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar. Dengan 
peraturan perundang-udangan yang ada, secara yuridis PD. Pasar 
Makassar Raya memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan 
pemungutan retribusi.Hal ini kemudian memberi pengaruh positif 
kepada para subjek retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pemungutan yang memadai. 
Ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pemungutan 
retribusi yang memadai, juga ikut memberikan sumbangsi positif 
dalam pemungutan retribusi.Sarana dan prasarana yang dimaksud 
misalnya, karcis/kupon atau kertas sejenis yang digunakan untuk 
melakukan pemungutan.Aswad, selaku kolektor lapangan 
menjelaskan dalam wawancara langsung yang dilakukan bersama 
penulis mengatakan bahwa, terkadang subjek retribusi atau pedagang 
pasar tidak mau melakukan pembayaran retribusi jika tidak 
menggunakan karcis/kupon atau kertas sejenis.Disamping itu, sarana 
78 
dan prasarana objek retribusi yang selalu diremajakan/direnofasi, 
menjadi alasan tersendiri bagi para subjek retribusi untuk melunasi 
kewajibannya dalam melakukan membayaran retribusi.100 
3. Ketersediaan tenaga kerja (Kolektor) 
Tidak dapat dipungkiri bahwa penagihan retribusi pada 21 
pasar di seluruh Kota Makassar membutuhkan tenaga lapangan yang 
memadai.Oleh karena itu, ketersediaan kolektor yang ada di PD. 
Pasar Makassar Raya sangat membantu pelaksanaan pemungutan 
retribusi. 
Mengenai pembagian kolektor (penagih) pada setiap pasar 
yang ada, mengacu pada surat keputusan direksi pada setiap 
penunjukannya. Biasanya surat keputusan ini diterbitkan pada setiap 
tahun anggaran yang baru, dalam hal ini sekali dalam setahun. Terkait 
dengan jumlah kolektor pada setiap pasar yang ada, Muhammad 
Sahid, menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung pada 
perkembangan pasar pada setiap tahunnya.101 
 
2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan  Retribusi  
pada Pasar Maricaya Makassar 
Selain memiliki sejumlah faktor penunjang yang dapat 
mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar, Pasar Maricaya juga 
memiliki faktor yang menjadi hambatan dan kendala sehingga  
                                                          
100 Wawancara yang dilakukan Penulis pada tanggal 19 April 2016 
101 Wawancara yang dilakukan Penulispada tanggal 15 April 2016  
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memengaruhi  pelaksanaan pemungutan. Kendala atau hambatan  
yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi 
oleh para  pelaksana didalam pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar  Maricaya Makassar. 
Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan 
oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar ini, yaitu:102 
1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran 
retribusi seperti yang sudah ditentukan membuat pemungutan 
retribusi kadang tidak dapat dimaksimalkan. Subjek retribusi 
sengaja menunda atau tidak mau melakukan pembayaran dengan 
alasan bahwa pendapatapan dari hasil berdagang tidak 
menghasilkan untung yang cukup  sehingga memberatkan 
mereka untuk melakukan pembayaran. 
2. Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab 
Hal yang paling disesalkan oleh direksi PD. Pasar Makassar Raya 
adalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak 
bertanggungjawab.Pungutan liar ini diistilahkan dengan “jatah 
preman”.Tak jarang subjek retribusi harus melakukan dua kali 
pembayaran.PD. Pasar Makassar Raya telah melakukan upaya-
uapaya untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, misalnya 
                                                          
102 Hasil wawancara Lansung dengan Muhammad Sahid, Kepala Bagian Unit 
Penagihan PD. Pasar Makassar Raya, dilakukan pada tanggal 19 April 2016 
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melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai 
pemungutan retribusi.Sosialisasi ini bertujuan agar subjek retribusi 
mengetahui teknis pelaksanaan pemungutan sehingga pungutan 
yang mengatasnamakan retribusi pasar dapat dihindari. Upaya 
lain untuk mencegah pungutan liar dilakukan dengan cara 
menghadirkan aparat Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP). 
Satpol PP dikerhkan untuk melakukan pengawasan pada Pasar 
Maricaya Kota Makassar. 
3. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan 
Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan 
pemungutan retribusi menjadi kendala lapangan yang ditemukan 
oleh kolektor dalam melaksanakan pemungutan.Terkait dengan 
sosialisasi aturan disetiap pasar yang dikelola oleh PD. Pasar 
Makassar Raya, Kepala sub. Bagian Humas dan Hukum yang 
bertugas untuk mengatur tentang pelaksanaan sosialisasi aturan 
pengurusan pasar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan 
sosialisasi tentang segala aturan yang menyangkut tentang 
pelaksanaan pemungutan sebagai mana adanya, mulai dari 
landasan pemungutan retribusi sampai pada perubahan setiap 
penetapan tarif retribusi dan aturan-aturan yang berkaitan 
lainnya.103 
                                                          
103Wawancara Lansung yang dilakukan oleh Penulis bersama Pak 
Asnawi, SH., Kepala Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat PD. Pasar 
Makassar Raya Pada Tanggal 12 April 2016. 
81 
Sebagai data pembanding dalam penelitian ini, penulis kemudian 
mencoba melakukan wawancara pada beberapa pedagang dan/atau 
subjek retribusi pasar terkait dengan kendala yang dikeluhkan oleh PD. 
Pasar Makassar Raya. 
Dari beberapa keterangan yang diperoleh dapat dikatakan bahwa 
salah satu penyebab rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar 
retribusi adalah kurang memuaskanya sarana dan fasilitas yang diperoleh 
misalnya kebersihan dan keamanan serta peremajaan sarana dan 
prasarana perbelanjaan.Salah seorang pedagang pasar Maricaya yang 
diwawancarai oleh penulis, memberikan keterangan bahwa pengelolaan 
sampah dirasa masih kurang memadai.Selain itu kondisi pasar juga 
bertambah buruk ketika musim penghujan datang.Dibeberapa tempat 
tergenang air dan jalanan menjadi licin.104 
Terkait dengan sosialisasi aturan yang ada, pedagang dan 
pengguna pasar mengatakan bahwa, memang ada beberapa sosialisasi 
aturan yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Makassar raya, tetapi 
sosialisasi tersebut lebh bersifat umum dan kurang dipahami oleh 
pengguna pasar pada umumnya. Salah satu hal yang diinginkan 
pedagang bahwa, ada rincian akanpengalokasiaan anggaran yang selama 
ini mereka bayar.  
Sedangkan masalah pungutan liar atau “jatah preman”, subjek 
retribusi mengatakan bahwa mereka pernah membayar pungutan kepada 
                                                          
104Wawancara Penulis dan Martia Pedagang pasar Maricaya. Tertanggal 23 April 
2016 
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beberapa oknum yang tidak seharusnya melakukan pungutan 
retribusi.Beberapa subjek pasar mengaku mau memberikan pungutan 
kepada oknum yang tidak bertanggungjawab karena mengira oknum-
oknum ini adalah kolektor retribusi yang sesungguhnya. Salah satu 
pedagang lain mengaku mau memberikan pungutan kepada oknum tak 
bertanggungjawab untuk alasan menghindari kericuhan dengan preman 
tersebut. Pengguna pasar merasa merasa dirugikan dengan kondisi ini, 
karena mereka harus membayar retribusi dua kali lipat.105 
Ketika penulis menanyakan sejauh mana keberhasilan upaya pihak 
PD. Pasar Makassar Raya dalam meminimalisir tindakan-tindakan oknun 
tak bertanggungjawab, subjek pajak mengatakan bahwa upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Makassar Raya belum terlalu efektif 
karena masih ada saja “jatah preman” yang harus dibayarkan oleh para 
subjek retribusi. 
  
                                                          
105Wawancara Penulis dan Pedagang pasar Maricaya (yang tidak ingin 






Dari hasil analisis data dan bahan hukum dalam penulisan skripsi 
tentang Tinjauan Yuridis Pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di Kota 
Makassar, yang berfokus pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di 
Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di Kota Makassar?  
Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Palaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Maricaya di Kota Makassar 
yang berdasar pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pada umumnya sudah berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan 
petunjuk palaksana lainnya.  Aparat  yang  terlibat dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar, fasilitas yang digunakan, dan penentuan 
tarif retribusi telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemungutan Retribusi 
Pasar Maricaya yaitu banyaknya pedagang yang tidak memiliki 
kesadaran untuk membayar retribusi, dikarenakan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan yang kurang. Disamping itu, terdapat 
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pungutan liar, atau oleh pedagang diistilahkan dengan ‘Jasa Preman’, 
sehingga tidak jarang para pedagang harus melakukan membayar dua 
kali lipat. Hal lain yang juga dikeluhkan oleh pedagang adalah 
berkurangnya pendapatan atau hasil penjualan, dikarenakan 
banyaknya jumlah pasar modern maupun pasar tradisional lainnya. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam skripsi 
ini yaitu: 
1. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar haruslah sesuai 
dengan tata cara penagihan yang telah diatur dalam perda tentang  
retribusi, serta prosedur standar operasional. Karena dengan 
implementasi yang baik maka penerimaan retribusi pasar juga akan 
meningkat dan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar. 
2. Untuk menunjang berjalan baiknya implementasi pemungutan retribusi 
pasar di Kota Makassar dan mencapai target maka para pembuat dan 
pelaksana kebijkan harus mengetahui mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi. Untuk memperbaiki  faktor  sumber daya 
maka sangat diperlukan pelatihan bagi aparat pelaksana guna 
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